
 

 

 

        

 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  

NOMOR  2  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kota Cirebon, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas 

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 

  b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu 

dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali 

Kota Cirebon Nomor  30  Tahun  2019  tentang                 

Tata  Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah                    

Kota Cirebon; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950    

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan 

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia      Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomer 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang             

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39                    

Tahun 2005 tentang  Tata  Kearsipan di  Lingkungan   

Pemerintah Daerah; 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah;  

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                         

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120                     

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77                         

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 

  15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 

  16. Peraturan Derah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 81); 

  17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon      

Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 107); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan          :  PERATURAN  WALI KOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENTANG  TATA  NASKAH  DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON. 

 

Pasal   I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 

2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon (Berita daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 30)      

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 

(1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Sub 

Koordinasi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri atas : 

a.   nota dinas; 

b.   nota pengajuan konsep naskah dinas; 

c.   telaahan staf; dan  

d.   laporan. 

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Sub 

Koordinasi atas nama Sekretaris,  Kepala  Bagian,  Kepala  

Bidang  menandatangani  naskah dinas dalam bentuk dan 

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri 

atas : 

a.   surat perintah; 

b.   nota dinas; dan  

c.   daftar hadir. 

 

2. Ketentuan Lampiran huruf A Bentuk dan Susunan Naskah Dinas 

angka 19, Surat Perintah Perjalanan Dinas, huruf C Paraf dan 

Penulisan Nama, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Cirebon. 

 

 

        Ditetapkan di Cirebon 

        pada tanggal 13 Januari 2022 

 

WALI KOTA CIREBON, 

 

ttd, 

 

NASHRUDIN AZIS 

 

 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 14 Januari 2022 21 Januari 2022      

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 

          ttd, 

 

                AGUS MULYADI 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 2 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 
 

 FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
      Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19711228 199803 1 002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


